
SALINAN

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/110/KUM/2026 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 

100.3.3.2/227/KUM/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA 

PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang :  a.  bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan 

susunan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan 

Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 
100.3.3.2/227/KUM/2024 tentang Pembentukan 

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu 
Sungai Selatan 2025 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/227/KUM/2024 
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman; 
 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6624); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

8.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan 
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 172); 

9.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 511); 

10.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 122); 
11.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
13.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

KawasanPermukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 11, tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 
8); 
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14.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
2); 

15.  Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 

2025 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2025 Nomor 19); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  
KESATU :  Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan  

Nomor 100.3.3.2/176/KUM/2025 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/227/KUM/2024 tentang 

Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari 

Keputusan ini. 
KEDUA :  Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran 

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 
100.3.3.2/176/KUM/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Bupati Nomor 100.3.3.2/227/KUM/2024 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 30 Maret 2026 
 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd.  

 
SYAFRUDIN NOOR 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/110/KUM/2026 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN 
BUPATI NOMOR 100.3.3.2/227/KUM/2024 

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA 
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  

 

NO. JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM POKJA 

1. Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah  

2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah 

3. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Ketua 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 

Inovasi dan Riset Daerah Kab. HSS 
Sekretaris 

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman, Lingkungan Hidup dan 
Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

6. Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Anggota 

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

Anggota 

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

10. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

a. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan 
Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Koordinator 

2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, 
Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan 

Anggota 
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NO. JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM POKJA 

3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

4. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

 

6. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

b. BIDANG TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1. Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Koordinator 

2. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan, 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

3. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama 
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

7. Kepala Bidang Perencanaan, Pendataan dan 

Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

Anggota 

8. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

c. BIDANG TEKNIS AIR MINUM DAN SANITASI 

1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

Koordinator 

2. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 
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NO. JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM POKJA 

3. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan 
Kesehatan Lanjutan Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

d. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI 

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan 
Riset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Koordinator 

2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

3. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

4. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan 
Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan  

Anggota 

e. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan 
Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset 

Daerah 

Koordinator 

2. Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

Anggota 

3. Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan 

Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

Anggota 

f. BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 

1. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa 
Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Koordinator 

2. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

3. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan, 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Anggota 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

   ttd.  
 

SYAFRUDIN NOOR 

 


